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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang
sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang
berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga
negaranya. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah
melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan
kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan
kemiskinan.

Menurut BPS (2012), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
sisi pengeluaran.

World Bank mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari
individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset
dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya
tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan
infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial
(misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-
aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS, Jumlah Penduduk miskin Kota Payakumbuh Tahun 2023
mencapai 5,44% (7,88 ribu jiwa) menurun dari tahun 2022 yang mencapai 5,66% (8,08 ribu
jiwa). Sementara berdasarkan data dari Dinas sosial, Jumlah penduduk miskin pada
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023 berjumlah 250 kepala keluarga (1150 jiwa).
Untuk jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Kota Payakumbuh
berada di angka 0,10% atau dengan jumlah sebanyak 148 jiwa. Sedangkan pada
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang semula terdapat 7 kepala keluarga yang tergolong ke
dalam miskin ekstrim, sampai dengan bulan Agustus 2023 tinggal 4 kepala keluarga yang
tergolong ke dalam miskin ekstrim

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan perlu
disusun rencana aksi tahunan dalam perencanaan dan upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah

kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya. Upaya



penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi menurunnya

jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya

beli masyarakat. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi

tanggungjawab pemerintah saja tetapi menyeluruh untuk semua elemen. Untuk itu perlu

dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

1.2

1.3

Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan

a) Untuk memberikan arah dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan

b) Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

C) Sebagai tolak ukur untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan

digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka menilai dan mengevaluasi

kinerja organisasi dalam penanggulangan kemiskinan

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan
kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di

daerah;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden
no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;

Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan

perluasan program-program rakyat;

. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang

berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan

penanggulangan kemiskinan;

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



1.4

1.5

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan
Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis
Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kecamatan

Lamposi Tahun 2024 adalah :

1.

Tersedianya analisa data dan informasi kondisi kemiskinan dalam menentukan
prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan;

Tersedianya strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah lima
tahun kedepan;

Tersedianya panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur
keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kecamatan Lamposi

Tgio Nagori Kota Payakumbuh Tahun 2024 meliputi :

1.

Mendiskripsikan tentang kondisi kemiskinan periode lima tahun terakhir;



1.6

2. Melakukan analisis dimensi kemiskinan dalam menentukan prioritas kebijakan
penanggulangan kemiskinan;

3. Memanfaatkan data mikro untuk menentukan sasaran program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan;

4. Melakukan tinjauan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh dalam
rangka penanggulangan kemiskinan;

5. Menyusun isu strategis dan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan;

6. Melakukan kajian anggaran lingkup Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam
penanggulangan kemiskinan;

7. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Sistimatika Penyusunan

Sistematika dari dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh berdasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan
Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah :
BABI : PENDAHULUAN
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BAB II
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah
dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan
penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan Lamposi Tigo Nagori
pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam program-program yang
menjadi program prioritas guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemisikinan di Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan, dengan bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu
sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing sub kegiatan terkait penanggulangan
kemiskinan pada Kec. Lamposi Tigo Nagori Tahun Anggaran 2023 yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan :
¢ Menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan masyarakat baik segi sosial maupun
ekonomi
e Membuka Lapangan kerja baru melalui penyediaan sarana prasarana untuk pelatihan
keterampilan kerja

e Meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan

e Mencipatakan Lapangan kerja baru dengan mengembangkan potensi melalui
pelatihan keterampilan dan pelatihan usaha yang dilaksanakan pada 6 kelurahan di
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diantaranya pelatihan salon kecantikan, pelatihan
membuat kue, pelatihan menjahit, pelatihan merajut pemula dan tingkat lanjut.

e Meningkatkan inovasi dan daya saing UMKM melalui Kegiatan pengelolaan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta strategi pemasaran hasil
umkm dan uppka

¢ Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan yang dilaksanakan



e Penurunan stunting melalui penanggulangan kemiskinan karena kemiskinan
merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memeroleh gizi yang cukup

e Sebagai salah satu upaya penanggulangan inflasi ditingkat kelurahan melalui
pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah (Pelatihan pengolahan pupuk organik,
budidaya ikan dalam ember), sosialisasi pengembangan budidaya tanaman bawang
merah dan cabe kriting, pelatihan kelompok tani, pelatihan budidaya melalui
hidroponik, serta pelatihan dasawisma

e Terbentuknya lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang berperan meningkatkan
kesejahteraan keluarga, sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan
infrastruktur, sosial dan ekonomi

e Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian permasalahan di kelurahan baik dari
segi infrastruktur, sosial maupun ekonomi

e Memfasilitasi pelaksanaan mufakat RW sebagai bentuk penyaluran aspirasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi

e Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) untuk
meningkatkan kinerja, pengetahuan & wawasan Pengurus sehingga memberikan
dampak terhadap kesejahteraan masyarakat

Sedangkan realisasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan ditampilkan

pada tabel berikut :



Tabel 2. 1
Realisasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kec. Lamposi Tigo Nagori
Kota Payakumbuh TA 2023

No Urusan Kebijakan Sasaran Indikator Program Indikator Program Target 2023 Anggaran Tahun Realisasi 2023
Peme.rintahan Sasaran /Kegiat.an / Sub /Kegiat.an / Sub Kinerja Pagu 2023 (DPA) Kinerja Keuangan
/Bidang Kegiatan Kegiatan
UNSUR Meningkatkan Meningkatnya Tingkat PROGRAM 1. IKM kelurahan 1.199.999.880 1.199.999.880 873.098.600
KEWILAYAHAN koordinasi dan penanggulangan | kemiskinan PEMBERDAYAA 2. Persentase Lembaga
fasilitasi kemiskinan dan N MASYARAKAT | Kemasyarakatan yang
terhadap upaya | pengangguran DESA DAN Aktif
penanggulangan KELURAHAN
kemiskinan;
Kegiatan 1. Persentase Sarana 1.199.999.880 1.199.999.880 873.098.600
Pemberdayaan Prasarana Kelurahan
kelurahan dalam Kondisi baik
2. Persentase Lembaga
kemasyarakatan
tingkat kelurahan yang
aktif
1 Pembangunan Jumlah Jenis Sarana 6 Jenis 341.499.160 341.499.160 6 Jenis 315.501.750
Sarana Prasarana | prasaranayang
Kelurahan disediakan
2 Pemberdyaan Jumlah pembinaan, 3 858.500.720 858.500.720 3 557.596.850
masyarakat di Monitoring dan Evaluasi | organisasi organisasi
Kelurahan kegiatan pemberdayaan | kemasyara kemasya
yang dilaksankan katan rakatan




Capaian secara keuangan kegiatan pemberdayaan kelurahan pada Tahun 2023 s/d
Oktober 2023 mencapai Rp. 873.098.600,- dari alokasi dana setelah perubahan sebesar Rp.
1.199.999.880,- atau capaian realisasi sekitar 72,76% dari pagu anggaran program

penanggulangan kemiskinan.

Hasil monitoring dan evaluasi berkala yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal:
1. Pelaksanaan kegiatan belum memberikan dampak langsung pada peningkatan
kesejahteraan penduduk miskin, hal ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang
tersedia.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait penanggulangan kemiskinan
3. Hasil Identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan
faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan
kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan potensi internal dan eksternal baik dari
masyarakat maupun dukungan pemerintah dapat meminimalkan kelemahan struktur

kelembagaan.



BAB III
TARGET SERTA LOKASI PRIORITAS

Sebagai tindak lanjut dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori , maka disusunlah Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang
memuat sasaran, program , dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan
lembaga, dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Kecamatan
Lamposi tigo nagori melalui Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya dan
menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran untuk kelompok miskin dan
kelompok rentan di wilayah masing-masing.

Penentuan matrik serta lokasi prioritas pada Kecamatan Lamposi Tigo nagori untuk
digambarkan dalam table berikut:



Tabel 3.1

MATRIKS RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024

" Target 2022 Perangkat
Ur?san .. Indikator Indikator . Indikator Sub Lillizises Lokasi Daerah
No | Pemerintahan/ | Kebijakan Sasaran Program Kegiatan . . Sub .. Kineri
N Sasaran Program Kegiatan Kegiatan . Prioritas inerj P Penanggu
Bidang Kegiatan agu
a ng Jawab
1| UNSUR Terwujudnya|Menurunkan Tingkat PROGRAM 1. IKM Kegiatan 1. Persentase Pembangun | Jumlah Jenis 6 unit 380.800.7
KEWILAYAHAN  pertumbuharjtingkat kemiskina | PEMBERDAYA | kelurahan Pemberdaya | Sarana an Sarana Sarana 50
ekonomi kemiskinan n AN 2. Persentase | ankelurahan | Prasarana Prasarana prasarana
yang dan MASYARAKAT | Lembaga Kelurahan Kelurahan yang
berkualitas |pengangguran DESA DAN Kemasyarakata dalam Kondisi disediakan =
KELURAHAN | yang Aktif baik g
2. Persentase 3
Keluraha ]
Lembaga g
nse S
kemasyarakatan =
. Kecamat Y
tingkat 3
an ©°
kelurahan yang . o
aktif Lamposi 3
Ti =
Pemberdya | Jumlah Nalggri 819.186.9 a
an pembinaan, s 18 50 z
masyarakat Monitoring organ °§
di dan Evaluasi isasi -
Kelurahan kegiatan kema
pemberdaya syara
an yang katan
dilaksankan

Payakumbuh, Januari 2024
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Tabel 3.2
MATRIK ALIRAN KAS PER SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

. . Jumlah
Kode Rekening Uraian Semester | Semester Il
Anggaran
Triwulan | Triwulan Il Triwulan 11l Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November | Desember
7.01 Kecamatan
7.01.03 Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.03.2.02.0 Pembangunan Sarana dan 380.800.750 126.549.100 600.000 131.160.300 54.591.350 - - 49.200.000 18.700.000
002 Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.0 Pemberdayaan Masyarakat di 819.186.950 134.911.417 55.861.583 41.832.008| 169.681.388 80.508.858| 33.365.333| 195.876.608 71.044.423 23.032.708 11.879.208 596.708 596.708
003 Kelurahan
1.199.987.700 261.460.517 56.461.583| 172.992.308| 224.272.738 80.508.858| 33.365.333| 245.076.608 71.044.423 23.032.708 30.579.208 596.708 596.708

Payakumbuh, Januari 2024
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BAB IV
PENUTUP

Berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan pemerintah
bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai
program penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan menetapkan rencana aksi yang
memuat sasaran, program , dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan
lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan ini dapat dijadikan sebagai alat bantu
untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan, sehingga bisa lebih tepat dalam mengidentifikasi prioritas program dan
kegiatan, mengidentifikasi prioritas wilayah dan mengidentifikasi prioritas penerima manfaat.

Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari
segenap unsur, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, akademisi dan
swasta. Sehingga tanggung jawab untuk membangun Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
dapat kita emban bersama-sama.

Payakumb’uh, Januari 2024
i K N

A
y V‘ )

12



	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan tujuan
	1.3 Dasar Hukum
	1.4 Sasaran
	1.5 Ruang Lingkup
	1.6 Sistimatika Penyusunan

	BAB II
	HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
	BAB III
	BAB IV
	PENUTUP

